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ABSTRAK 
INDAH DEWI PUSPITASARI 8105141464. Laporan Praktik 
Kerja Lapangan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2016. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman dalam bekerja guna memenuhi salah 
satu mata kuliah program S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan dapat menerapkan secara langsung ilmu 
yang diperoleh mahasiswa dalam studi serta membangun dan 
meningkatkan hubungan baik dan kerja sama antara pihak UNJ dengan 
pihak instansi. PKL dilaksanakan di Badan Kepndudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional yang bertempat di Jl. Permata No. 1, Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pelaksanaan PKL selama satu bulan 
yang dimulai sejak 1 Agustus sampai 31 Agustus 2016. Praktikan 
ditempatkan pada Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 
Tugas PKL yang diberikan kepada praktikan adalah menghitung 
presentase SPM dan SPJ, memverifikasi data pengadaan barang dan jasa 
dan lain sebagainya.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala pada saat awal 
memulai PKL, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan mengamati 
cara kerja karyawan lain serta bertanya kepada mereka. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Sumber daya manusia menjadi asset utama dan mitra strategis 
dalam dunia kerja yang semakin kompetitif saat ini untuk mencapai 
visi dan misi perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan mencari 
SDM yang kompeten (memenuhi kualifikasi) dan berkualitas, agar 
mendapat calon pegawai yang berkualitas unggul banding perusahaan 
lain, biasanya perusahaan memanfaatkan program praktik kerja 
lapangan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. 
Praktik kerja lapangan merupakan suatu proses penerapan ilmu 
baik secara teori maupun praktik yang didapatkan di kampus dan 
diterapkan di lapangan/tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan. 
Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik merupakan 
hal penting untuk dibandingkan serta membuktikan sesuatu yang 
dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dalam teori. 
Banyak permasalahan yang serius yang dihadapi oleh 
organisasi/lembaga, misalnya adanya kesalahan pimpinan atau 
kesalahan operasional sehingga organisasi/lembaga tersebut jadi 
kurang produktif, akibatnya pekerjaan banyak yang tertunda dan 
banyak kerugian yang ditanggung. Hal ini terjadi lebih disebabkan 
oleh faktor pegawai yang belum memadai dan kurang mendapat 
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perhatian untuk dikembangkan melalui jalur-jalur pengembangan 
seperti pendidikan dan pelatihan. Ini berarti sumber daya manusia 
yang ada dalam organisasi tersebut secara professional harus diberikan 
pendidikan dan pelatihan yang sebaik-baiknya. 
Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang 
terampil dan berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara 
meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana 
pendukung agar menghasilkan lulusan yang handal. Oleh sebab itu, 
perlu latihan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 
setiap mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan baik di 
instansi pemerintah maupun swasta sebagai salah satus yarat yang 
harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan serta mendapatkan 
gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa memiliki kesempatan 
untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari sesuai 
kurikulum perkuliahan, mempelajari detail tentang seluk beluk standar 
kerja yang professional melalui mengembangkan cara berfikir, 
mendapatkan ide-ide yang berdaya guna dan menambah pengetahuan 
mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Pengalaman ini 
kemudian menjadi bekal dalam mejalani karir yang sesungguhnya. 
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Mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia industry 
dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktik kerja. 
Univeritas Negeri Jakarta juga mendapatkan manfaat dari 
program PKL ini, yaitu terjalinnya kerja sama atau hubungan baik 
antara UNJ dengan instansi atau perusahaan tempat praktikan 
melakukan PKL. Melalui program ini, praktikan secara langsung 
berinteraksi dengan perusahaan tempat pelaksanaan PKL yang 
sekaligus dapat menilai potret kerja mahasiswa. Apabila penilaian dan 
persepsi mereka baik akan menjadi kekuatan bagi terbangunnya citra 
positif perguruan tinggi dikalangan mitra kerja. Dengan adanya 
program PKL ini, diharapkan bagi para calon wisudawan tidak hanya 
cerdas secara akademis namun juga mempunyai integritas yang tinggi 
dalam keterampilan dan keahlian praktik kerja. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 
Berdasarkan latar belakang diatas, makapelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk : 
1. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi 
Pendidikan Akuntansi. 
2. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan latar belakang 
pendidikan. 
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3. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam 
perkuliahan dengan dunia kerja. 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah : 
1. Memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan di dunia kerja 
yang nyata.  
2. Meningkatkan keterampilan yang dimiliki dalam dunia kerja. 
3. Mengembangkan sikap professional yang diperlukan untuk 
memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang. 
4. Pengenalan  lingkungan kerja sebagai pekerja mandiri ataupun 
kerja tim terutama dengan disiplin kerja. 
5. Mampu tanggap dalam menangani masalah pada tempat praktik 
sesuai bidangnya. 
6. Menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan perusahaan 
terkait tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Melalui pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam 
program tersebut : 
1. Kegunaan PKL bagi praktikan meliputi : 
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a. Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
di perkuliahan. 
b. Sebagai sarana berlatih tanggungjawab terhadap pekerjaan, 
serta berlatih sebagai pekerja yang memiliki sikap professional. 
c. Sebagai sarana mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia 
kerja pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintahan 
maupun perusahaan.  
2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
meliputi : 
a. Sebagai umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintah maupun 
perusahaan.  
b. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang 
didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia 
kerja.  
c. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat meningkatkan kualitas 
lulusannya melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
d. Terjalinnya kerjasama sesuai bidang yang dibutuhkan antara 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan tempat terkait Praktik 
Kerja Lapangan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
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Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional dan ditempatkan pada biro 
keuangan. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan : 
Nama lembaga :  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
                           Nasional 
Alamat  : Jl. Permata No. 1, Halim Perdana kusuma, Jakarta 
 Timur, Jakarta, Indonesia 
Telepon/Fax : (021) 8098018 / (021) 8008554 
E-mail  : - 
Website   : http://www.bkkbn.go.id  
Praktikan melaksanakan PKL di Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional pada Biro Keuangan dan Pengelolaan 
Barang Milik Negara adalah lembaga yang bergerak di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
Praktikan melakukan beberapa pekerjaan, seperti menginput database 
laporan keuangan 34 provinsi, dll. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) 
bulan. Terhitung dari tanggal 1 Agustus 2016 s.d. 31 Agustus 2016. 
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Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan waktu kerja yang 
ditentukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional yaitu dari hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. 
Adapun perincian dalam tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan 
Agustus. Setelah menemukan lembaga yang sesuai dengan 
praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas 
Ekonomi untuk diberikan pada pihak Biro Administrasi, 
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah surat 
permohonan selesai dibuat oleh BAAK dan disetujui oleh Kepala 
BAAK. Praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), kemudian diajukan ke Kepala Biro Kepegawain 
BKKBN. Setelah surat permohonan disetujui oleh Kepala Biro 
kepegawaian BKKBN dan diterima pada Biro Keuangan dan 
Pengeloaan BMN, isntansi memberikan surat balasan yang 
menyertakan menyetujui surat permohonan tersebut sehingga 
praktikan dapat melaksanakan PKL di BKKBN.  
2.  Tahap Pelaksanaan 
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Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus s.d 31 
Agustus 2016, dengan ketentuan jam operasional : 
Hari Masuk  : Senin - Jumat 
Jam Kerja  : 08.00 – 15.00 WIB 
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 
 
Pada tanggal 29 Juli 2016, praktikan datang ke BKKBN 
untuk melaksanakan pengenalan serta pembekalan pra-PKL. 
Program tersebut dilaksanakan di Ruang Biro Kepegawaian 
BKKBN yang di pimpin oleh Ibu Delas selaku pembimbing PKL. 
Praktikan diberi arahan mengenai beberapa hal, yaitu : 
 Pengenalan tentang BKKBN 
 Pengenalan Sistem Praktik di BKKBN 
 Tata tertib pesertap raktik 
 Orientasi penempatan 
 
2. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan 
selama bulan Oktober 2016. Penulisan dimulai dengan mencari 
data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data-
data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
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Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 
 
Bulan 
Tahapan 
Feb 
2016 
Mar 
2016 
Apr 
2016 
Mei 
2016 
Juni 
2016 
Juli 
2016 
Agust 
2016 
Sept 
2016 
Okt 
2016 
Persiapan          
Pelaksanaan          
Pelaporan          
10 
 
BAB II 
TIJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Umum Lembaga 
Periode Perintisan (1950-an – 1966) 
Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan 
Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di 
gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri 
berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 
(PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF).PKBI 
memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera 
melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau 
menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi 
nasihat perkawinan.   
Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen 
Kehakiman.Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan 
perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh 
wilayah tanah air.   
Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah 
kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya 
dari berbagai perspektif.Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru 
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tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di 
Indonesia.Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan 
Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 
Februari 1967. 
Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional 
Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan 
sebagai berikut:  
1. PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai 
keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah 
2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program 
Pemerintah segera dilaksanakan.  
3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan 
program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat 
dirasakan seluruh lapisan masyarakat.  
Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi 
Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya 
menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan 
kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. 
Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden 
Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh 
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perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan 
kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat 
dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak 
lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad 
Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan 
Program Nasional. 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan 
Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan 
Rakyat, yang isinya antara lain: 
1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang 
ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. 
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga 
yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga 
Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. 
Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 
Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 
35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan 
mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga 
Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan 
beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat 
dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk 
Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat 
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Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya 
adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. 
Periode Pelita I (1969-1974) 
Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan 
sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun 
kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 
sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. 
Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. 
Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat 
dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat.Pada Periode 
Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena 
pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) 
masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang 
paling tepat. 
Periode Pelita II (1974-1979) 
Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah 
sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden.Tugas pokoknya adalah 
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mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang 
mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. 
Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula 
berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor 
pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif 
(Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 
sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project. 
Periode Pelita III (1979-1984)  
Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang 
didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui 
organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang 
bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang 
sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru.Pada masa 
periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang 
disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan 
mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat 
penurunan fertilitas.Pada periode ini muncul juga strategi baru yang 
memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk 
“Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. 
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Periode Pelita IV (1983-1988) 
Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono 
Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono 
Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa  ini 
juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan 
koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan 
masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi 
aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran 
ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. 
Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna 
mengimbangi laju kecepatan program. 
Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan 
pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara 
penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. 
Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye LIngkaran Biru 
(LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan 
dengan logo Lingkaran Biru KB. 
Periode Pelita V (1988-1993) 
Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. 
Haryono Suyono.Pada periode ini gerakan KB terus berupaya 
meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan 
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pelayanan KB.Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru 
yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS).  Jenis kontrasepsi yang 
ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan 
KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu 
ada 16 jenis kontrepsi. 
Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 
dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub 
sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan 
dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan 
keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, 
penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan 
peningkatan kesejahteraan keluarga. 
Periode Pelita VI (1993-1998) 
Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan 
Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat 
dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak 
tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. 
Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara 
Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN 
setingkat Kementerian.  
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Pada tangal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat 
menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 
Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua 
bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet 
Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi 
Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono 
menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan 
Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida 
Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan. 
Periode Pasca Reformasi 
Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan 
yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan 
salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu 
sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama 
ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia 
perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan 
keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan 
sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.    
Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan 
kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-
masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang 
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kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa 
sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada 
pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. 
Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah 
menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004).Dengan demikian 
tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional 
dalam era desentralisasi.   
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada 
tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan 
kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut 
mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula 
adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi 
BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi 
“mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan 
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi 
dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 
berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang 
tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan 
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penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah 
membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah 
yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten 
dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 
hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).   
Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN 
Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 
tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan 
perubahan/penyesuaian terhadap Renstra  BKKBN tentang 
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan 
prioritas dan indikator kinerjanya.   
Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa 
pergantian:  
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Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap 
oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh 
Khofifah Indar Parawansa. 
Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada 
tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit 
kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan. 
Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen 
Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala 
BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau 
memasuki masa pensiun pada tahun 2006. 
Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik 
sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. 
Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarha Sejahtera, di mana 
BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, 
bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 
Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik 
sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
(BKKBN).  
Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan 
21 
 
 
 
Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
1
 
Visi 
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan 
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas 
  
Misi  
1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan 
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga 
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan 
Kependudukan,  Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 
konsisten 
MEANING BKKBN 
Kami Bangga menjadi Pelopor dan Pengerak dalam Mewujudkan 
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 
 
                                                          
1
http://www.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=21(diakses tanggal 18 September 2016) 
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Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 
 
B. Struktur Organsasi  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bagian 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Kepala Bagian 
Pengelolaan 
BMN 
Kepala 
Pengelolaan 
Sarana Pogram  
Kepala Bagian 
Perbedaharaan 
dan Akuntansi 
Kasubag. PA 
Penunjang 
Kasubag. 
Perbedaharaan 
Kasubag. 
Perencanaan 
Kebutuhan BMN 
 
Kasubag. 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Saran Pogram 
Kasubag. PA KB 
Dan KS 
Kasubag. 
Verifikasi 
Kasubag. 
Penatausahaan 
BMN 
 
Kasubag. 
Penatausahaan 
Sarana Program 
Kasubag. 
Evaluasi Sarana 
Program 
 
 
 
Kasubag. 
Evaluasi BMN 
Kasubag. 
Akuntansi 
Kasubag. PA 
Kependudukan 
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Deskripsi Kerja Para Pegawai Lembaga : 
1. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan 
perbendahraan dan akuntansi, barang milik negara, serta sarana 
pogram. 
2. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 
Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran 
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, 
advokasi, penggerakan, dan informasi serta penunjang. 
3. Kepala Bagian Perberdaharaan dan Akuntansi 
Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi serta 
verifikasi keuangan. 
4. Kepala Bagian Pengelolaan BMN 
Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, dan evaluasi 
pengelolaan barang milik negara. 
5. Kepala Pengelolaan Sarana Pogram 
Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, dan evaluasi 
pengelolaan sarana program. 
6. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Penunjang 
Melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran dukungan 
administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan, serta pengawasan. 
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7. Kepala Sub Bagian Perbendahraan 
Melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, 
tuntutan ganti rugi, dan tuntutan perbendaharaan. 
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan BMN 
Melakukan perencanan kebutuhan barang milik negara. 
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Sarana Program 
Melakukan penyiapan perencanaan kebutuhan alat dan obat 
konstrasepsi. 
10. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran KB dan KS 
Melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran keluarga 
berencana dan keluarga sejahtera, serta advokasi, penggerakan, dan 
informasi. 
11. Kepala Sub Bagian Verfikasi  
Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan 
12. Kepala Sub Bagian Penatausahaan BMN 
Melakukan penatausahaan pengelolaan barang milik negara. 
13. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Sarana Program  
Melakukan penatausahaan pengelolaan sarana program. 
14. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Kependudukan 
Melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengendaliaan 
penduduk. 
15. Kepala Sub Bagian Akuntansi 
Melakukan akuntansi dan laporan keuangan. 
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16. Kepala Sub Bagian Evaluasi BMN 
Melakukan evaluasi pengelolaan barang milik negara. 
17. Kepala Sub Bagian Evaluasi Sarana Program 
Melakukan evaluasi pengelolaan sarana program. 
 
C. Kegiatan Umum Lembaga  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang 
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
A. Bidang Kerja  
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jl. Permata No. 1, 
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Praktikan ditempatkan pada 
Biro Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan 
program studi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Pada dasarnya di 
Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ini deskripsi 
kerjanya cukup kompleks karena mencakup penganggaran, 
perbendaharaan, pengelolaan BMN dan sarana program,evaluasi 
BMN dan sarana pogram serta perencanaan sarana program. Adapun 
pekerjaan yang praktik lakukan selama satu bulan adalah sebagai 
berikut : 
1. Menghitung persentase SPJ sama SPM Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat  
2. Memverifikasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang 
Dan Jasa Bulan Juli  
3. Mengecek kelengkapan data penghapusan BMN selain 
tanah dan/atau bangunan  
4. Merekap pengeluaran kegiatan ke dalam kwintansi  
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B. Pelaksanaan Kerja  
1. Menghitung Persentase SPJ dan SPM BKKBN Pusat 
SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan tahapan 
paling penting dalam penatausahaan pengeluaran merupakan tahap 
lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM diterbitkan jika : 
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang 
tersedia. 
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Waktu pelaksanaan penerbitan 
SPM paling lambat 2 hari sejak SPP diterima, dan apabila 
ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP. 
SPJ adalah singkatan dari kata surat pertanggungjawaban.  
Istilah surat pertanggungjawaban apabila disingkat yaitu menjadi 
SPJ. Akronim  SPJ (surat pertanggungjawaban) merupakan 
singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. 1 
Kegiatan praktikan  
c. Praktikan menginput daftar nama-nama provinsi  
d. Praktikan menginput data DIPA PAGU yang telah dihitung 
sebelumnya oleh BKKBN, lalu menginput data jumlah SPM. 
Kemudian praktikan menghitung presentase SPM dengan 
rumus jumlah SPM dibagi PAGU DIPA. Praktikan juga 
menginput data jumlah SPJ kemudian menghitung persentase 
SPJ dengan rumus jumlah SPJ dibagi jumlah SPM dan jumlah 
                                                          
1
http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-spj-kepanjangan-dari-spj-kamus-akronim-bahasa-
indonesia.html (diakses tanggal 19 September 2016) 
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SPJ dibagi PAGU DIPA.  Kemudian praktikan menghitung 
Sisa PAGU DIPA.  
 
 
2. Mengecek Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa 
Bulan Juli  
Praktikan mengecek laporan pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa pada bulan Juli unit layanan pengadaan BKKBN Pusat 
apakah paket pengadaan sudah diselesaikan atau sedang dalam 
proses, dan mengecek besarnya pagu dan kontrak. 
 
 
3. Mengecek kelengkapan data penghapusan BMN selain tanah 
dan/atau bangunan  
Persyaratan Penghapusan BMN selain tanah dan bangunan  
Untuk  dapat  dihapuskan,  BMN  selain  tanah  dan  
bangunan  harus memenuhi  persyaratan  teknis, ekonomis  atau  
barang  hilang,  atau  dalam  kondisi  kekurangan  perbendaharaan  
atau  kerugian  karena kematian hewan atau tanaman.   
Persyaratan Teknis Persyaratan Ekonomis 
1. Secara fisik BMN tersebut 
tidak dapat digunkan karena rusak, 
tidak ekonomis apabila diperbaiki 
Lebih menguntungkan bagi 
negara jika barang dihapus, 
karena biaya operasional dan 
pemeliharaan barang lebih 
besar daripada manfaat yang 
2. BMN juga tidak digunakan 
karena modernisasi 
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3. Barang telah melampaui 
batas waktu 
kegunanaannya/kadaluarsa 
diperoleh  
4. BMN mengalami perubahan 
dalam spesifikasi karena 
penggunaan, seperti terkikis, aus, 
dan lain-lain sejenisnya 
5. Berkurang barang dalam 
timbangan/ukuran disebabkan 
penggunaaan/susutan dalam 
penyimpanan/pengangkutan  
Disarikan dari PMK no 96/PMK.06/2007. 
Secara teknis BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat 
dihapuskan manakala secara fisik BMN tersebut  tidak  dapat  
digunakan  karena  rusak,  dan  tidak  ekonomis  apabila  
diperbaiki.  Suatu  BMN  juga dapat dihapus manakala  tidak dapat 
digunakan karena modernisasi dan karena kadaluarsa. BMN seperti 
obat memilki masa pemakaian dan jika sudah kedaluarsa, BMN 
tersebut harus dihapuskan. BMN seperti pita  cukai  misalnya,  jika  
terjadi  kebijakan  penggantian  pita  cukai  yang  lama  dengan  
yang  baru,  tentu persediaan pita cukai yang lama harus 
dihapuskan.  
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Disamping  itu  BMN  dapat  mengalami  perubahan dalam  
spesifikasi  karena  penggunaan  ,  seperti terkikis,  aus,  dan lain-
lain  sejenisnya.    BMN  juga dapat  berkurang  dalam  
timbangan/ukuran  disebabkan penggunaan/susut  dalam  
penyimpanan/pengangkutan.  Persediaan  tertentu  dapat  dengan  
mudah  terjadi pengurangan secara fisik. Jika terjadi pengurangan 
maka perlu dihapuskan. 
Persyaratan ekonomis yang harus dipenuhi adalah lebih 
menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus,  karena  biaya  
operasional  dan  pemeliharaan barang  tersebut  lebih  besar  
daripada  manfaat  yang diperoleh.  
Khusus  untuk  kendaraan  dinas  operasional,  PMK  
96/PMK.06.2007  mengatur  bahwa  kendaraan bermotor  dinas  
operasional  hanya  dapat  dihapuskan  apabila  telah  berusia  
sekurang-kurangnya  10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal, 
bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru. 
Sedangkan  jika  perolehan  bukan  kondisi  baru,  10  (tahun)  
terhitung  mulai  tanggal,  bulan,  tahun pembuatannya.  Disamping  
itu  penghapusan  BMN  tersebut  tidak  akan  mengganggu  
penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  kementerian/lembaga  yang  
bersangkutan.  Kendaraan  bermotoroperasional    juga  dapat 
dihapus apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak 
berat akibat kecelakaan atau force majeure  
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dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan 
keterangan instansi yang kompetent, dalam hal ini adalah Dinas 
Perhubungan.  
Untuk  penghapusan  BMN  berupa  kendaraan  bermotor  
pada  perwakilan  Pemerintah  RI  di  luar negeri, persyaratannya 
mengikuti ketentuan Negara setempat. Misalkan  suatu Negara 
menetapkan bahwakendaraan bermotor hanya boleh digunakan 
selama 5 tahun, tentu penghapusan BMN berupa kendaraan 
bermotor  yang  dimiliki  Perwakilan  RI  di  Negara  tersebut  
harus  mengikuti  persyaratan  tersebut.  Setelah kendaraan tersebut 
tidak dibolehkan digunakan maka kendaraan tersebut harus segera 
dihapuskan. Secara teknis penghapusan BMN kendaraan yang 
dikuasai Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diatur 
dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan   Nomor  169/PMK.06/2010  
Tentang  Tata  cara  Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri BMN  selain  tanah  dan/atau  bangunan  
juga  dapat  dihapus  jika  BMN  tersebut  hilang.  dalamkondisi 
kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan 
atau tanaman. Jika ada BMN yang  hilang  maka  dilakukan  
penelitian/pemeriksaan  untuk  mengetahui  apakah  ada  tuntutan  
ganti  rugi. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  
Perbendaharaan  Negara,  pasal  59    ayat  1  mengatakan bahwa  
setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  
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melanggar  hukum  atau  kelalaian seseorang  harus  segera  
diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundangundangan  yang  
berlaku. Selanjutnya  pada  pasal  59  ayat  2    dikatakan  bahwa  
Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau pejabat  lain  
yang  karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan  
kewajiban  yang  dibebankan kepadanya secara langsung 
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 
Masih pada pasal  59  ayat  (3)  dikatakan  bahwa  setiap  pimpinan  
kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan  kerja perangkat  
daerah  dapat  segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi,  setelah  
mengetahui  bahwa  dalam kementerian/lembaga/satuan kerja 
perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat 
perbuatan dari pihak manapun.  
BMN berupa tanaman dan hewan jika mati tentu harus 
segera dihapuskan dari daftar barang.
2
 
Praktikan membantu mengecek kelengkapan data 
pendukung penghapusan barang milik negara berupa kendaraan 
roda 4 pada Provinsi Aceh. Karena data pendukung penghapusan 
kendaraan cukup banyak maka praktikan harus teliti dalam 
mengecek berkas agar tidak ada yang terlewat. Dalam penghapusan 
                                                          
2
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/785_5-
Pentingnya%20penghapusan%20BMN%20dan%20persyaratannya%20-%20Margono%20-
%20edit%20by%20Sumini1_1.pdf (diakses 21 September 2016) 
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barang milik negera berupa kendaraan ada pengecekan kelayakan 
kendaraan oleh Dinas Perhubungan provinsi Aceh, dikarenakan 
letak kendaraan yang berada di Aceh maka  Biro Pengelolaan BMN 
Pusat hanya menerima foto bukti kendaraan dan surat-suratnya. 
Ada 2 kendaraan yang dihapuskan, kendaraan pertam dihapuskan 
karena sudah batas maksimal penggunaan sedangkan kendaraan 
yang kedua dihapuskan karena mengalami kecelakaan dan rusak 
cukup berat.  
  
4. Merekap pengeluaran kegiatan ke dalam kwintansi  
Praktikan merekap pengeluaran kegiatan ke dalam kwitansi, 
Biro Keuanngan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 
mengeluarkan anggaran untuk rapat VICON (Video Conference) 
yang membahas mengenai pengadaan barang dan jasa. Kwintasi itu 
sebagai bukti pertanggungjawaban. Praktikan merekap pengeluaran 
untuk biaya konsumsi, biaya untuk pembicara, dan biaya untuk 
cleaning service. 
 
 
C. Kendala yang dihadapi 
Dalam mengerjakan sebuah pekerjaan pastilah tidak berjalan 
dengan lancar karena adanya beberapa kendala.Begitupun dengan 
yang dihadapi praktikan di Badan Kependudukan dan Keluarga 
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Berencana Nasional. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 
praktik kerja lapangan antara lain : 
1. Tidak disediakan ruangan atau meja khusus  
Praktikan tidak disediakan meja khusus untuk 
mengerjakaan pekerjaan, sehingga praktikan menggunakan 
meja makan untuk menyelesaiakan pekerjaan yang bersifat 
tulis menulis. 
2. Tidak disediakan komputer  
Saat praktikan akan mengerjakan tugas yang 
menggunakan komputer praktikan menggunakan komputer di 
meja yang tidak ada pemiliknya atau menggunakan komputer 
pegawai yang memberi pekerjaan, jika praktikan menggunakan 
komputer yang tidak ada pemiliknya maka praktikan harus 
memindahkan data terlebih dahulu sebelum dikerjakan, karena 
data ada di komputer pegawai yang memberi tugas dan hal 
tersebut memakan waktu.  
3. Pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan dalam 
waktu cepat 
Pembimbing memberikan pekerjaan 1 atau 2 jam 
sebelum waktu pulang sehingga pekerjaan tersebut terpotong 
dan tidak dapat diselesaikan hari itu juga, terkadang 
pembimbing menginginkan hari itu juga tugas diselesaikan jika 
tugas itu penting. 
4. Penggunaan peralatan kantor  
35 
 
 
Praktikan mengalami kesulitan ketika menggunakan 
beberapa alat kantor seperti menggunakan mesin fotocopy, 
karena para pegawai disana mengoperasikan langsung mesin 
fotocopy dalam menunjang kegiatan. Sehingga paraktikan juga 
harus mampu mengoperasikan mesin fotocopy sendiri. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh praktikan, 
praktikan berupaya menyelesaikan masalah tanpe mengganggu 
lingkungan pekerjaan. Berikut cara menyelesaikan masalah yang 
dilaksanakan praktikan : 
1. Tidak disediakan ruangan atau meja khusus  
Kendala ini terjadi karena jarang ada mahasiswa PKL 
sehingga mereka tidak menyiapkan ruang khusus, hal 
tersebut menyebabkan praktikan bekerja tanpa ruang atau 
meja khusus.Awalnya hal itu menghambat kerja praktikan, 
namun parktikan dapat mengatasi kendala tersebut dengan 
memanfaatkan sarana yang ada. Paraktikan menggunakan 
meja makan yang cukup luas untuk mengerjakan pekerjaan, 
walaupun praktikan menggunakan meja makan tidak 
menganggu kegiatan makan siang para pegawai karena saat 
akan makan siang praktikan merapikan meja makan tersebut.  
2. Tidak disediakan komputer 
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    Kendala ini cukup menghambat kerja praktikan, 
karena semua kegiatan keuangan BKKBN menggunakan 
sistem operasi komputer. Menurut Iskandar Alisyahbana 
“Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga 
seakan – akan memperpanjang, memperkuat atau membuat 
lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia”. 
 Teknologi merupakan aplikasi ilmu dan engineering untuk     
mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan 
memperbaharui kondisi manusia / paling tidak memperbaiki 
mausia pada beberapa aspek.
3
 
     Ketika praktikan diberi pekerjaan maka harus 
menunggu pegawai mencopy data ke flashdisk. Ketika 
pegawai mengcopy data, praktikan mengerjakan pekerjaan 
lain.  
3. Pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan dalam 
waktu cepat 
Praktikan membagi waktu untuk mengerjakan 
pekerjaan, menentukan mana pekerjaan yang dapat 
diselesaikan hari itu. Pembimbing pun menyadari jika 
pekerjaan yang cukup banyak tidak cukup dikerjakan dalam 
sehari. Praktikan menerapkan manajemen wakyu, menurut 
taylor yang dikutip oleh Khatie Purnamasari  
Kusuma:   
                                                          
3
 Iskandar Alisjahbana, Teknologi dan Perkembangan, 1980  
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“Manajemen waktu adalah suatu proses menjadikan 
waktu lebih produktif untuk mendapatkan manfaat yang 
maksimal. Pada saat seseorang  mempunyai  niat  untuk  
melakukan  pekerjaan  yang belum  pernah  dilakukan,  
seseorang  harus  dapat  menyediakan waktu  sehingga  
pekerjaan  tersebut  dapat  terlaksana.  Semua  itu berdasar 
pada suatu yang dikenal dengan manajemen waktu yang 
efektif”.4 
 
 
4. Penggunaan peralatan kantor  
Saat awal PKL pratikan belum diberikan pekerjaan 
yang berkaitan akuntansi, maka pratikan diberi tugas untuk 
menfotocopy berkas SK. Namun praktikan belum mengetahui 
cara menfotocopy, untuk mengatasi kendala ini praktikan 
meminta bantuan kepada pegawai untuk mengajari cara 
penggunaan mesin fotocopy agar tidak terjadi kesalahan yang 
dapat merusak mesin atau membuang-membuang kertas 
karena salah.  
                                                          
4
 Much. Djuanaidi dkk, Evaluasi Kualitas Kinerja Proses Belajar Mengajar Dengan 
   MetodeFocused Quality, Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 5 No. 1, Agustus 2006, hal. 7-16 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu universitas yang 
mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar 
mendapatkan SDM yang kompeten mampu memenuhi kualifikasi yang 
dibutuhkan dalam dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang beralamat di Jl. 
Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Lembaga ini 
bergerak dibidang kesejahteraan penduduk. Selama praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional ditempatkan di Biro Keuangan dan 
Pengelolaan BMN. 
Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan mendapat 
banyak pengalaman mengenai akuntansi. Berikut ini adalah hasil yang 
diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan di Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional di Biro Keuangandan Pengelolaan BMN : 
1. Praktikan mengetahui cara menghitung SPM dan SPJ 
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2. Praktikan mengetahui data-data pendukung dalam penghapusan 
kendaraan 
3. Praktikan belajar kerjasama, bertanggungjawab dan disiplin dalam 
menyelesaiakan suatu pekerjaan 
 
B. Sarana 
Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah beberapa saran 
yang bisa diberikan praktikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
yaitu : 
 Bagi Mahasiswa : 
1. Perlu diperhatikan mengenai tahap perencanaan sebelum 
melaksanakan PKL, seperti memastikan tempat pelaksanaan PKL dan 
kelengkapan adminstrasi. 
2. Perlu diperhatikan pula bidang yang akan ditempatkan selama 
pelaksanaan PKL sesuai dengan bidang kuliah yang sedang dipelajari 
tidak menyulitkan mahasiswa pada masa pelaksanaan PKL. 
3. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi dengan karyawan dan memahami pekerjaan yang 
diberikan. 
Bagi Universitas 
1. Penetapan jadwal pelaksanaan PKL dan pelaporan PKL yang tetap, 
agar persiapan lebih baik. 
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2. Adanya pengawasan dari pihak Fakultas Ekonomi pada praktikan di 
tempat PKL untuk menilai dan memberi masukkan serta saran 
terhadap kinerja praktikan. 
Bagi Instansi 
1. Sikap kooperatif lembaga dengan praktikan sudahs angat baik, 
sebaiknya dipertahankan agar semakin tercipta hubungan yang 
harmonis antara karyawan dan praktikan. 
2. Meningkatkan nilai integritas baik kepada sesama karyawan, satuan 
kerja perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar. 
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LAMPIRAN 1 
  LOGO Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
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Lampiran 2 
SuratIzin PKL  
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Lampiran 3 
Surat Keterangan Penerimaan PKL 
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Lampiran 4 
Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 5 
Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 6 
Daftar Hadir PKL 
 
48 
 
Lampiran 7 
Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 8 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama  : Indah Dewi Puspitasari 
No.Reg : 8105141464 
Konsentrasi  : Pendidikan Akuntansi 2014 
NO Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1.  
Format Makalah  
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunan bahasa yang baku, baik, dan 
benar  
0 – 15 
 
2.  
Penyajian Laporan  
a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 
studi  
b. Kejelasan uraian  
0 – 25 
 
3 Informasi  
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan 
0 – 15 
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B. Penilaian Presentasi Laporan  0 – 20  
1 Penyajian  
a. Sistematika Penyajian  
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, benar, 
dan efektif 
0 – 20 
 
2 Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban  
b. Kemampuan mempertahankan argument 
 
 
Jumlah 100  
 
       Jakarta, …………………… 
       Penilai, 
 
       ……………………………. 
       NIP. 
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Lampiran 9 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
        
 
No 
Bulan 
Kegiatan 
Feb 
 
Mar 
 
Apr 
 
Mei 
 
Juni 
 
Juli 
 
Agust 
 
Sept Okt 
 
1 Pendaftaran PKL          
2 Kontakdenganinstansiu
ntukpenempatan PKL 
         
3 Suratpermohonan PKL 
keinstansi 
         
4 Penentuan supervisor          
5 Pelaksanaan Program 
PKL 
         
6 Penulisanlaporan PKL          
7 Penyerahanlaporan 
PKL 
         
8 Koreksilaporan PKL          
9 Penyerahankoreksilapor
an PKL 
         
10 Batas 
akhirpenyerahanlaporan 
PKL 
         
11 Penutupan program 
PKL 
danpengumumannilai 
PKL 
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Lampiran 10 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
Praktik Kerja Lapangan 
BKKBN 
Hari Tanggal Kegiatan Pembimbing 
Senin 01-08-2016 
 Menerima Arahan dari Pak 
yusuf sebagai penerima 
mahasiswa PKL di 
BKKBN mengenai Biro 
Keuangan dan BMN 
BKKBN 
 Diperkenalkan dengan 
pembimbing di bagian 
Keuangan dan BMN yaitu 
Bu Minda 
 Perkenalan oleh seluruh 
pegawai yang ada di biro 
Keuangann dan BMN 
Bu Minda 
 
 
Selasa 02-08-2016 
 Praktik diberikan 
penjelasan tentang bagian 
bagian yang ada di Biro 
Bu Minda 
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Keuangan dan BMN oleh 
Bu Minda  
 
Rabu 03-08- 2016 
 Sharing dengan 
pembimbing mengenai 
pemilihan tempat PKL 
Bu Minda 
Kamis 
04-08-2016 
 Berkunjung ke bagian lain 
untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang 
aplikasi yang di pakai  
Bu Minda 
Jum’at 05-08-2016 
 Mengikuti senam Pagi di 
BKKBN 
 Mengikuti rapat VICON 
BKKBN 
Bu Minda 
Senin 08-08-2016 
 Menghitung presentase 
SPM dan SPJ dari 
BKKBN provinsi 
Bu Minda 
Selasa 09-08-2016 
 Menghitung presentase 
SPM dan SPJ dari 
BKKBN provinsi 
Bu Minda 
Rabu 10-08-2016 
 Menghitung presentase  
SPM dan SPJ dari 
Bu Minda 
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BKKBN Provinsi 
Kamis 11-08-2016 
 Menecek data pendukung 
penghapusan kendaraan 
Bu Nisya 
Jumat 12-08-2016 
 Mengikuti senam pagi  
 Menecek data pendukung 
penghapusan kendaraan  
Bu Nisya  
Senin 15-08-2016 
 Menecek data pendukung 
penghapusan kendaraan 
Bu Nisya  
Selasa 16-08-2016 
 Menecek data pendukung 
penghapusan kendaraan 
Bu Nisya  
Rabu 17-08-2016 Libur Nasional   
Kamis 18-08-2016 
 Mengecek laporan 
pengadaan barang dan jasa 
Bu Kiki  
Jumat 19-08-2016 
 Mengikuti Senam Pagi  
 Mengecek laporan 
pengadaan barang dan jasa 
Bu Minda 
Bu Kiki 
Senin 22-08-2016 
 Mengikuti rapat VICON 
mengenai pengadaan 
barang dan jasa 
Bu Kiki 
Selasa 23-08-2016 
 Mengecek data 
penghapusan BMN 
Bu Nisya 
Rabu 24-08-2016  Mengikuti Rapat Vicon Bu Minda 
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Kamis 25-08-2016 
 Mengecek data 
penghapusan BMN 
Bu Nisya 
Jumat 26-08-2016 
 Mengikuti senam pagi  
 Mengecek data 
penghapusan BMN 
Bu Nisya 
Senin 29-08-2016  Mengecek data 
penghapusan BMN 
Bu Nisya 
Selasa 30-08-2016  Merekap pengeluaran 
untuk kegiatan ke dalam 
kwitansi 
Bu Minda 
Rabu 31-08-016  Sharing mengenai hari 
terkahir PKL 
Bu Minda 
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Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 
Lampiran 11 
Srtuktur Organisasi  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bagian 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Kepala Bagian 
Pengelolaan 
BMN 
Kepala 
Pengelolaan 
Sarana Pogram  
Kepala Bagian 
Perbedaharaan 
dan Akuntansi 
Kasubag. PA 
Penunjang 
Kasubag. 
Perbedaharaan 
Kasubag. 
Perencanaan 
Kebutuhan BMN 
 
Kasubag. 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Saran Pogram 
Kasubag. PA KB 
Dan KS 
Kasubag. 
Verifikasi 
Kasubag. 
Penatausahaan 
BMN 
 
Kasubag. 
Penatausahaan 
Sarana Program 
Kasubag. 
Evaluasi Sarana 
Program 
 
 
 
 
Kasubag. 
Evaluasi BMN 
Kasubag. 
Akuntansi 
Kasubag. PA 
Kependudukan 
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Lampiran 12 
Perhitungan SPJ dan SPM  
 
 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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Lampiran 13  
Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang 
 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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Lampiran 14  
List Data Penghapusan BMN 
 
 Sumber : data diolah oleh penulis 
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Lampiran 15 
Kwitansi Untuk Bukti Pengeluaran 
                 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
